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Tidak Ada Dinas Khusus

Duh, Ekonomi Kreatif Minim Akses Modal

ANGGOTA Komisi X DPR
Andreas Hugo Pareira men yoroti
ekonomi kreatif yang minim
pembiayaan, Banyak pelaku
ekonomi kreatif ini tidak tersen-
tuh karena lemahnya koordinasi
antara masing-masing institusi
baik pusat hingga daerah.

“Apulugi kita tahu kaitan
dengan ekonomi kreatif ini ti-
dak ada induknya, Dalam art
liddak ada dings khusus yang me-
nangani ekonomi kreatf ini,"
kata Andreas dalam rapat kerja
Komisi X bersama Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) di Gedung
Parlemen, Jakarta, Rabu (16/3)

Sementara ekonomi kreatif ini,
lanjutnya, banyak berhimpitan
dengan pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMEM),
Mesi banyak mendapat pelatihan
dan bimbingan teknis (himtek),
para pelaku ekonomi kreatif
ini terkendala akses permo-
dalan. “Dan di kita itu sangat
minim. Artinya Kemenparekraf
ini sangat terbatas, Bantuan per-
modalan ini sangat terbatas,”
katanya.

Dia usul, persoalan pem-
biayaan ini dibicarakan secara
lintas kementerian termasuk
dengan Kementerian Koperasi
dun UMKM: Sehinggackonomi
kreatif ini bisa tumbuh di daersh.
Supaya terjadi sinergi pengem-
bangun ekonomi kreatif terutama
di daerah,

“Kalau di atas tidak ada ma-
salah. Tapi begitu sampai di
daerah ini ego masing-masing
apalagi ini kan otonomi daerah
dan dinas-dinas ini tidak bisa
ferkaut satu sama lain kalau tidak
ada perintah dari atas,” Katanya,

Wakil Ketua Komisi X
Agusting Wilujeng Pramestut
menambahkan, masih ada my-
sukan untuk mitra kerja vang
tdak dapat ditindaklanjuti.
Prograny-program tersebut tidak
dapat terlaksana karena minim-
Ny dana ata anggaran yang
digelontorkan pemerintah ke-
pada Kemenparekraf.

Dia berpesan agar program-
program yang digagas terutama
terkait rencana penetapan lokasi
pariwisata bisa terintegrasi.

“Seperti pengadaan tanah itu
sava berpesan ini dirembuk
dengan masyarakat dengan se-
baik-baiknya,” katanya,
Agusting tidak menginginkan
penetapan lokasi wisita olch
pemeriniah maupun investor ma-
lah berpotensi mematikan kehi-
dupan ekonomi misyaraket, Harus
ada peran masyarakat di sitw seba:
gai paya penyelamatan kegiatan
ekonomi mereka. “Supaya inves-
tor tidak merisa rugi, masyarakat

Jugasecara ckonom terhindung,"

katanya. mkaL
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